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PELAYANAM PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM JARINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mentmbang

BUPATI PURWORE.D,

a, hohwa sebagmi salah sabu upaya guna peningkatan

pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  bidang
perizinan dan non  periginan  setta mendukung
terciptanya tklim investasi yang baik, efektil, ehsien,
dan transparan di Kabupaten Pareorsjo, peria
menerapkan peliyanan perizinan dan non perizinan
dalam jeringsn jonline);

b, bawsh untuk memberiknn dasar hokum dan

pedoman  dalam  pelayanan  periginan  dan  non
perizinan dalam jaringan  (online] sebagaimans
dimaksud pada hurafl 8 perlo distur  dengan
Peraturan Bupats;

.ahwa berdasarkan pertimbangan  schagaimana

difnakend pada huraf & dan hurael b, perlu
menctapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan
Perizinan dan Mon Perinan Dalam Jaringan;

Pasal 18 ayat (6 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indomesia Tahun 1945;

 Undang-Undang Komor 13 Tahun 950 entamng

Pembentukan Dacrah-dacrah Eabupaten Dalam
Linglungan Propinal Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ientang

Informasi den Transaksi Elekironik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tumbahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
MNomor 484.3);

 Undang-lUndang Nomor 25 Tahun 2009 entang

Pelayanan Publik (Lembaran MNegara Republik
Indoneasta Tabhun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor S038);



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembamn Negam Repubdik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 5587)
sehagaimaona telah divbah beberapa kali, lterakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
teqitang Perubahan Kedua atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lLembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara BEepublik [ndonesia Nomor 5679,

6. Pematuran Pemerintah Nomor B2 Tahun 2012
tentang Penyelenggarann Sistern dan  Transakai
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabhun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesta Namor 5348);

7. Permmburan Pemerintrh Nomor 986 Tahan 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 lentang Pelayanan Publik [Lembaran
Negam Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
215, Toambahan Lembamn Negarn Republik
Indonesin Nomor 5357);

B. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelengimraan Pelayanan Terpadu Satu Pinti;

9. Pemnturan Menteni Dalam Negenn Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggrraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

10. Peraturan Deserah Kabupaten Purworejo NMomor 14
Tabhun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Duerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworgjo Tahun 2016 Nomor
14} sebagnimana telah diubah dengan Peraturan
Daesrah Knbupaten Purworsjo Bomor | Tahun 2007
eentang Perubahan atas  Persturan  Dasrah
Habupaten Purworgo Nomor 14 Tahun 2016
temtang Pembentukan den Susunan Perangkat
Dwerah Eabupaten Pureomnejo [Lembaran Daemab
Kabtupaten Pursorgjo Tahun 2017 Nomaor 1)

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATIL TENTANG PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM JARINGAN.



BaB I
KETENTUAN UMUM
Prsal 1

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan:

1.
4.

14,
11,

12,

13.

Daerah adalah Kabupaten Purworejo,

Pemernntah Dacrah adalah Bupath sebagni unsur penyelenggara
Pemermiahan Dacrah yang memimpin  pelaksansan  wrusan
pemerintahan yang menjadi hewenangan dasrah otonorm,

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sama Pintu yang
selanjutnya disingkat DINPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo,

Kepala DINPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Perangkat Dwerah .E.:I.Eé.uh unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwnkilan Ralpat Daerah  dalam  penyelenggarasn  urisan
pemerintahan yang menfadi kewenangan Daerah.

Pelayanan perimnan, delam jaringan fenling] adalah pelayanan
pendaftaren permohonan izin melalul sarana elektronik datam

Jaringan.
Pelsyanan non perizinan dalam jaringan (onling) adalah pelayanan
pendaftaran melabal sarana eleitronik dalam jaringan

Dokumen Elekvonik adalah eetiap informos elektronik dalam
bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan melahd komputer
atau sistem ebekironik,
Fﬂﬂhﬂlﬂlﬁhpﬁpﬁi“mw kewenangan untuk
mienetapkan persetujuan pemberian izin,

Bistem  elektronik  adalah  slstem  untuk - mengumpulkan,
mefmpersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan
menyebarkan informasi eflekionik.

Tanda Tangan Elekironik adalah tanda tangan yang terdiri ates
Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait
dengan Informasi Elektronik lminnya vang digunakan sebagai akal
verifikiaed dan autentiliss.

Reaksi cepal (Quick Responsel yang selanjutnys disingkat QF
pdalah kode yang isinya dapat divratkan dalam kecepatan tngg
berbentulk japaran persegl berwarna hitam.

BAB I
MAEKSLUD, TULIUFAN, AN RUFANG LINGEUP
Pasal 2

Maksowd ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
pedoman  dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan  pon



Pa=al 3

T‘ujum ditetapkannya Peraturan ind adalah:
. memberikan kepastian hukum rangka pelayanan p:rjm:un
dan non perianan yang dilabosanskon delam jaringan jonbine); dan

b. meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan perizinan dan non pertzinan.

ga8 LI
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DALAM JARINGAN
Bagian Kesatu

Umem

Pasasl 5
Pelayanan perizinen dan non 'Inm-:lﬂlm'n,la:ingmqnulmﬂ
T anan déngan memanfaatkan se
dan prosedur ele ik yang berfungsi
a. m 1 :
b. mendaftarkan;
€. mengobah;
d.  menganalkisis;
£, menyimpsan;
f. menampilkan; dan

g:. mengirimkan  informasi  clektronik melalii  janngan  komputer
dan fatan imternetl
Bagian Kedus
Penyelenggare

Pasal &

(1} Penyelenggaraan pelsyanan perizinan dan non periginan delam
juringan [online) dilaksanakan oleh DINPMPTSP,

{2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non  perizinan
sebagnimana dimaksud pada ayat (1), DINFMPTSP  dapat
bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkaic

Baginn Ketiga
Pemwhion
Fasal 7
Pemohon izmn dan non penzinan adelah perseorangan, badan hukum

atay badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di
Dasrah.
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Bagian Keempat
Dokumen

Pasal &

Persyaratan pengajuan permahonan izin pada pelayanan perizanan
dalam jaringsn [onling] adalnh @ sama dengan persymratan
permobonan izin vang dilakukan secars manual) affine.

Persyaratan pengajuan permohonan mon perizinan pada pelayanan
Tian ]:cnln:nnn dalam jarmgan [online] culup dilampiri dokbamen
pada bagian yang terdapal pengesahan oleh pihak yang bervenang,

Sebelum mengejukan permobonan izin, pemohon harus memdliks
seluruh dokumen yang menjadi persyaratan ixmn secars lenghap.

Dokumen vang menjedl persyaratan perzinan dibeat  menjodi
dokumen elektronik,

HAE 1V
MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DALAM JARINGAN

Fasal 9

Pemohon menyempaikon permohonan perizinan dan non perizsinan
dengan menggunakan formilir permohonan pada aplikesi di portal
perizinan dalam janngan  dan mengkull tata cara yang telah
ditetaplan_

Permohonan  sebapatmana dimaksud pada ayat (1) diunggah
dengan dilengkapl persyaratan permohonan isin dan non perizinan
yang telah ditentukan,

Pemolen  yang melakukan permohonan  perizinan  dan  non
perizinan dalam jaringan jonlne scbagaimana dimaksud pada aymt
(1} bertanggungiewab atas kebenaran delumen elekironik yang
dizjukan.

Dokumen  elekironilk  scbagaimana dimaksud pada  avat  {3)
mempunyal kekeatan hukum yang sama sebagalmans dokumen
fimik.

Pa=al 10

Permohonan dan persyaratan sebagalmansa dimakswd dalam Posal
9 ayal (1) dan myat (2] diveriikasi oleh Petugas Pendaftaran (Frond



(¥ Hmsil verifiknsi disampaikan kepada Seksi Teknis sesusi jenis
periznanmya,

(3} Untuk jenis periminan tertentu dilakukan tinjauan lapangen aleh
Tim Perizinan.

Pasal 11

1] Pemohon hares membawa dan menyerahkan seluruh  berkas
permohonan secars lengkap pada saal dilaksanakan tinjawvan

laparngan.

{2) Pemohon sebagaimana dimakswd pada ayatl (1) dapat memberikan
kuasa kepada pihak [ain untuk menverahkan berkas permohonan.

{3 Verifikasi berkas permohonan dan Gnjauan lapangan dilaksanakan
aleh Tim Permzinan.

(%) Terhndap hasil wverifikam berkas dan tinjmean lapangan, dibuat
Berta Acura Haxil Tinjmuan Lapangan.

15} Bentn Acam Hasil Tinjaunn Lapangnn sebagaimana dimaksud pada
ayat (4} sebagal dasar untuk menstapkan  atau  menolak
permohonan izin dan non penizinan.

Pasal 12

(1} Persetujuan Pejabat terhadap penetapan atau penolakan izin dan
non perizinan dapat dilakoukan dakam jaringan fondins

{2} Persetujuan schagaimana dimaksud pada ayat [1] dilaksanslan
dalam bentuk penandatanganan dokumen izin dan non perisinan
spcara elektronik dengan cara memberikan QR

{3} Penandatanganan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditakukan aleh Kepala DINFMPTEP.

Pasal 13

(1] Terhadap min yang dikenmgkan retribusi, Sumt Ketetapan Retribusi
Daerah  dapat dibenkan dealam bentuk dokumen elektronik
dan /atau dalam bentuk surat.

(2} Berdasarican Surnt Hetetapan Retribusi Daerah  sebapaimana

dimaksud pada ayat (I pemohon membayar retribusi sesual
dengan stenhisan yang berlabm.



Pasal 14

(1] Dokumen izn dan non perizinan y telah ditandatangani secara
elektronik mengpunakan OF diserahkan kepada pemohon oleh
petugas di DINPMPTSP,

|2} Terhadap izin vang dikenakan refribusd, pemobon menyerahkan
hulm pembayaran retribusi sebagai svaral mengambil dokumen

BAR V
FELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM JARINGAN
Pasal 15

{1) Pe perizinan dan non periginan  dalam jarngan  jonkine)
ﬁMaﬂaﬁ. cepat, mudah, dan transparan.

{2} Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} beriaku pada jenis
perizinan dan non perizinan vang menjadi kewenangan,

Pasal 16

(4] Ju,ngi.‘n Whaktu proses pelayanan perizinan dan non perizinan dalam
jringan yang tdak memerlukan proses tinjauan lepangan sdalah 2
A,

{2} Proses pelayenan uhn:ﬂimnﬁl ﬂmﬁf&ﬁt (1} terhitung
scpik persyaratan pemohon diverifikasi atakan lengkap
sebagaimana dimaksud dakam Pasal 10,

Pasal 17

(1) &hm!mmggumuuﬁﬂjlmhp-ngmpmm;dﬂnmjm
akan dihentikan {aff}.

{2} Proses pelayanan sebagnimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutlan
!u_n] setelah Tim Tinpuan Lapangan menyetujul berkas permohonan
LrIm,

{3} Jangka waktu proses pelayanan sebagaimana dimaksad A Ayat
(1} adalah 2 jam terhitung sejak persyaratan pemohon diverifikas]
u:;i;a]nd.imrat:ﬂkan lengkap oleh Tim schagalmana dimaksud pada ayat
(1

Pasal 18

Bagn permobonan i#n dan non pernzinan yang tdak memerlukan
tinjasan lapangan, Pemohon hares membawa dan  menyerahkan
sthirth berkas permohonin secarn l=ngkap pada saat mengambil
dolkumen iin.



Pasal 19

Dalam hal pemohon berhalangan untuk menyerahkan seluruh berkns
permohonan secars lengkap dan mengambll dolumen izin, pemoehon
dapat metunjuk kuasa dengan menerbithan surat kuasa.

Pasal 20

Proses pelayanan perizinan dan non perizinan dalam jaringan jonkine)
tergambar dalam bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisabkan dan Peraturnn Bupati i,

Pasal 21

Dalam hal terjedi ganggpuan sistem yang berakibat tidak berfungsinya
P:h}lmmdlhmmﬂihpelmphdmdlﬂnm

BAB V1
KETENTUAN FENUTUP

Pasal Z2
Peraturan Bupati ini mubai berlaku peda tangeal diundanghkan.
Agar setinp orang mengetabuinys, memerintahkan  pengundangan

Peralibran Bupatl i dengan penempatannys delam Berita Daerah
Eabupaten Purworsjo,

Ditetapkan di Purwosejo
pada tangeal 10 Oktober 2017

BUPATI PURWOREG
Cap tid
AGLIS BASTIAN

Diundanghkan di Purwarejo
pada tanegal 10 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREID
Cap trd

SATD ROMATIHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJIOQ
TAHUN 2017 NOMOR 72 SERI E NOMOR 55
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